BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR: 188.45/ 2 /I/HUK/2025

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA BARANG, PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA
BARANG DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2025
BUPATI LAMANDAU,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2), Pasal 12
ayat (2), dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten
Lamandau Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan
Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan
Pengurus Barang Pengguna Tahun 2025;

1.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten
Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas,
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4180);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S553)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);




Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016
tentang Pengelolaan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021
tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi

Dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun
2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor 202,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor
249);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 8 Tahun
2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamandau Tahun 2024 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 271);

11. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 15 Tahun 2023 tentang
Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Lamandau Tahun 2023 Nomor 883 );

12. Peraturan Bupati Lamandau Nomor Tahun 2024 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025 (Berita Daerah Nomor 947),

MEMUTUSKAN:

Penetapan Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna
Barang dan Pengurus Barang Pengguna Tahun 2025, sebagann.ana
tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

Kewenangan dan tanggung jawab Pengguna Barang, Pejabat
Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam_
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

Dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Pengguna Barang,
Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dfin Peng!..lrus Barang
Pengguna bertangung jawab kepada Bupali sebagai Pemengang
Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.




KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

Dalam hal terjadi penggantian Pengguna Barang, Pejabat
Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diadakan serah

terima dengan Pejabat yang lama dan dilengkapi Berita Acara
Serah Terima.

Dalam mendukung pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Pengguna Barang,
Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang
Pengguna diberikan honorarium dengan besaran sesuai ketentuan
dalam Peraturan Bupati Lamandau tentang Standar Biaya Umum.

Segala dana yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini,
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2025.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan
tanggal 31 Desember 2025, dengan ketentuan apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan
perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal £ Januari 2025

Pj. BUPAN/AMANDAU,

SAIR\SALIM

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Lamandau;

2. Kepala BPKPD Kabupaten Lamandau; _
u.p. Kabid Pengelolaan Aset Daerah BPKPD Kabupaten Lamandau;

3. Masing-masing yang bersangkutan.
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LAMPIRANII : KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU

NOMOR : 188.45/2 /I/HUK/2025

TANGGAL : 2 JANUARI 2025

TENTANG : PENETAPAN PENGGUNA BARANG, PEJABAT
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG DAN
PENGURUS BARANG PENGGUNA TAHUN 2025

I. KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGGUNA BARANG

i 1
2

3.

10.

Mengajukan rencana kebutuhan dan pen ili

R?gi OPD yane dlmptme. penganggaran barang milik daerah
engajukan permohonan penetapan status pen

diperoleh dari beban APBD dan pelz?olehan lainrgra ;ﬂrglz‘:\i SRR

Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada

dalam penguasaannya.

Menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya

u'nt.uk .kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SOPD yang

dipimpinnya.

Mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam

penguasaannya.

Mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik

daerah _ berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan

persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau

bangunan.

Menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang

tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi

SOPD yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada

Gubernur/ Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang.

Mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah.

Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan

barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya.

Menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan

laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya

kepada Pengelola Barang.

[I. KEWENANGAN DAN TANGGUNG PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA
BARANG

¥

2

3.

Menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah
pada Pengguna Barang.

Meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan barang yang
diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah.

Meneliti pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang
dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang
Pembantu.

Menyusun pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan
barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak
memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah
dan/atau bangunan.

Mengusulkan rencana penyerahan barang milik daerah berupa tanah

dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan
penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak
dimanfaatkan oleh pihak lain.

Menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah.
Meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan oleh
Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu.

Memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang (SPB) dengan
menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) untuk
mengeluarkan barang milik daerah dari gudang penyimpanan.




9.

10.

11.

Meneliti dan memverifikasi Kartu Inventaris Ruangan (KIR) setiap
semester dan setiap tahun.

Melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas
perubahan kondisi fisik barang milik daerah.

Meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan oleh
Pengurus Barang Pengguna dan/atau Pengurus Barang Pembantu.

(II. KEWENANGAN DAN TANGGUNG PENGURUS BARANG PENGGUNA

1.

2.

10.
11.
12.

13.
14.

15.
16.

17

18.

Membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran
barang milik daerah.

Menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang
milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang
sah.

Melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah.
Membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada
Pengguna Barang.

Menyiapkan dokumen  pengajuan usulan pemanfaatan dan
pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan
yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerahselain
tanah dan/atau bangunan.

Menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah
dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk Kkepentingan
penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak
dimanfaatkan pihak lain.

Menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan
barang milik daerah.

Menyusun laporan barang semesteran dan tahunan.

Menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan
barang.

Mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Pejabat
Penatausahaan Barang Pengguna.

Menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang
(SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang.

Membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan.
Memberi label barang milik daerah. ‘

Mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Pengt.ausahaan
Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah
berdasarkan pengecekan fisik barang.

Melakukan stock opname barang persediaan. B
Menyimpan dokumen, antara lain fotokopi/salinan do_kumg:n kepemilikan
barang milik daerah dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen
penatausahaan.

Melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang
Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah. .

Membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang dlgmz}pmkan kePada
Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat
Penatausahaan Pengguna Barang.
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